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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 77 TAHUN 2013 

TENTANG 
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI  

UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan penataan sistem 
manajemen kepegawaian, dan untuk menjamin efektivitas 
dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
jabatan struktural dalam setiap satuan organisasi, perlu 
menetapkan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 125); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan 
Bermotor; 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan 
Penyeberangan; 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 658); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu 
Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan 
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 659); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETA 
JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL 
PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

Pasal 1 
(1) Peta Jabatan merupakan susunan jabatan yang menggambarkan 

seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja, baik 
secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, 
tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan. 
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